LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1993

F ERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG -

NOMOR 1 TAHUN 1992
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pereko-
nomian Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan
bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk
menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;

. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak

Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memu-
puk sumber pendapatan Daerah;

_ bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah
yang diatur dengan Peraturan Daerah;

. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986

tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak
Ketiga, telah diatur mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah pada
Pihak Ketiga;

. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan

usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dipandang periu
dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan

di Daerah;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

_ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertang-

gungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

_ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pengurusan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan

Barang Pemerintah Daerah;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang P

Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting
manggung

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEA

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB | i

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah ialah Daerah Tingkat Il Temanggung; ‘
b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat Il Temanggung; 1
c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat It Temanggung;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tl
Temanggung; -
e. Modal Daerah ialah Kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik be uj
maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan,
inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya; L
f. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam menyertakan Modal dae
suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Da
Pihak Ketiga dengan imbalan tertentu;
g. Pihak Ketiga ialah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang bef
Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daeral
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Usaha Koperasi, Swasta N
dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
BAB |l
TUJUAN

Pasal 2 ;
(1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertu
perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah.
(2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerahp
Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan.
BAB i
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

: Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) dan atau Badan Usaha lain yang
berbadan hukum serta mempunyai prospek baik;
b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
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ok manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha
ontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

glakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan
rlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
rsedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
ladakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjuai saham
‘* 'eﬁdapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

jla Bupati Kepala Daerah menyetuijui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud
Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati
ala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.

nati Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah
am pembelian saham.

, Pasal 5

fiap melakukan Penyertaan Modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT),
tetapkan dengan Peraturan Daerah.
um ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian
sar antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan
(PT).
n Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok:
tas masing-masing pihak;

dan nilai saham para pihak;
ang usaha;
*erbandingan Modal;
k, Kewajiban dan sangsi-sangsi;
-lain yang dianggap perlu.
sarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar
aimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas
lengan Akta Notaris.
pati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang bertindak dan atas nama Pemerintah
Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

s
Pasal 6

"Fgenyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk uang,
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang,
* ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan
" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan
" Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan
- Menteri Dalam Negeri.
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(3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) mer
Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak
kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Pe
ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dew
Daerah atas rencana kontrak dimaksud.

(2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebag
ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupa
dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok;

a Identitas masing-masing pihak ;

b. Jenis dan nilai modal dari masing-masing pihak ;
c. Bidang usaha ;

d. Jangka waktu perjanjian ;

e. Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi ;

f. Lain-lain yang dianggap perlu

(3) Pelaksanaan Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntu
bagi bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dima
pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daera
setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Bupati Kepala D
but tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal. =

(4) Terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasalini, yan
berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gu
Daerah Tingkat | atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilap
Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD.

Pasal 8 ~
Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagalmana mo
Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan n
Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjan
manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan
bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Bupati J
Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur: 4
Dinas Pendapatan Daerah;
Bagian Perekonomian;
Bagian Umum;
Bagian Keuangan;
Bagian Hukum;
Kantor Pertanahan;
Unsur Tenaga Ahli / Konsultan.

@e~oapowm
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‘ Pasal 9

Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Pe-

nModal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.
1 BAB IV

PEMBINAAN

B | : Pasal 10 .

epala Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha Penyertaan Modal Daerah
ak Ketiga.
elakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala
h dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah. ‘

Pasal 11
 hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk
kili Pemerintah Daerah Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan
sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
gan yang berlaku.
Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara
fkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak

euntungan kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
siabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
| Pasal ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

i Pasal 12

Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan
nyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan
Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan (2)
" menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara
berkala dalam 4 (empat) bulan sekali.

pati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal
Daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam
-~ Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah.
‘ BAB VI
HASIL - USAHA

Pasal 13
laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak
Jaerah, yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan di
masukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.
BAB Vi
ATURAN PERALIHAN
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Pasal 14 t

(1) Semua penyertaan modal pada pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakuny F

Daerah ini, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan lain-lain selanjutnya

dengan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Bupati Kepala Daerah membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi terh

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat

dan anggota Tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud

Peraturan Daerah ini. \
BAB Vil

PENUTUP

Pasal 15

dlatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangaw‘
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tin
Temanggung.
Temanggung, 9 Janu
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ~ BUPATI KEPALA DAERAH TIN

KABUPATEN DATI Il TEMANGGUNG TEMANGGUNG
KETUA
cap. ttd Cap. ttd
DARJANTO Drs. SRI SUBAGJO
DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 27 Februari 1993 Nomor: 570.33 - 226
Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
cap.ttd
Drs. SOEJITNO
Pembina Utama Madya
NIP. 010021794
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung

Nomor: 3 Tanggal: 24 April 1993
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT Ii
TEMANGGUNG
Drs. SOEKENDRO
Pembina Tk. |
NIP. 500032371

> .».
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 1992

TENTANG
. PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
AN UMUM

ar Pemikiran dan Landasan Hukum.
rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta
ieningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan
saha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.
asarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
tahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber- sumber pendapatan asli daerah terdiri

tribusi Daerah;
Perusahaan Daerah;
in-lain hasil usaha Daerah yang sah.
njutnya pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan pula
hwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha- usaha untuk menambah Sumber
ndapatan Daerah. :
 Dari hasil Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) Pasal
ng-undang Nomor 5 Tahun 1974, pada kenyataannya belum cukup memadai dalam
embiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah. ,
' Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Daerah
fengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 60 Undang-undang No-
Tahun 1974 yang merupakan salah satu hasil usaha daerah yang sah sebagaimana
ksud angka (4) Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah senantiasa berkaitan dan
erlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, maka tata cara pelaksanaan, pembinaan,
ngawasan dan sebagainya diatur dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan Peraturan
onteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak
ga :
ENJELASAN PASAL DEM! PASAL.
:.. Cukup jelas.
Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada
suatu Perseroan Terbatas (PT) hanya dilakukan apabila dengan
pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan mening-
katkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah
pendapatan daerah. : :
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Pasal 5 dan Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 . 1) Kontrak manajemen, dimana daerah mempunyai m
bentuk barang untuk suatu usaha komersuai,sedah
nya dilakukan oleh Pihak Ketiga akan menerima ir
jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dir
ini dituangkan dalam Naskah Perjanijian. ,‘
2) Kotrak Produksi, dimana daerah mempunyai moda
barang untuk suatu usaha komersial sedang |
dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antar:
- a. Pihak Ketiga menyediakan modal lnvestaSI da,
kerja.
b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar segumlah
kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai den:
¢. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung
Ketiga.
3) Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempu
dalam bentuk barang dan atau hak atas baran
komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oIe
sesuai dengan ketentuan antara lain: )
a) Pihak Ketiga harus menyediakan modal i mves. Si
modal kerja. ‘
b) Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung |
Ketiga.
¢) hasil usaha dan keuntungan dibagi antara Plhak,
Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan Prose
ditetapkan dalam perjanjian. .
4) Kontrak bagi hasil usaha, dalam halini Pihak Ketlga m
sikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain ¢
diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memprod
beroperasi. Hasil usaha yang berupa barang-barang
dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketig
dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjia
5) Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah me
sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL)
mungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang un
bangunnya diserahkan pada Pihak Ketiga dengan persyara
yang saling menguntungkan: bIg
a) Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaks
menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
b) Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dlma
kan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang se!

&
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lainnya dimanfaatkan dan atau dikelola oleh Pihak Ketiga,
sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau diten-
tukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.

c) Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut
diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah
HPL.

d) Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris
Daerah.

e) Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk
mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangu-
nan yang diberikan.

f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah

3 berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

gsal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas.

sal 10 ayat (1): _Pembinaan dimaksud adalah merencanakan dan mengikuti

i : perkembangan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak

; ~ Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas.

asal 11ayat(1): -~ Cukup jelas.
ayat (2): Cukup jelas.
ayat (3): . Pejabat yang ditunjuk mewakili seyogyanya memahami kewi-

raswastaan secara profesional.

asal 16 . Cukup jelas.
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